
       PENGADILAN NEGERI CIKARANG 
                 Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi 
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kab Bekasi Jawa Barat 17530 
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RELAAS  PANGGILAN  SIDANG 
Nomor : 221/Pdt.G/2026/PN Ckr 

 

Pada hari ini KAMIS Tanggal 3 SEPTEMBER 2026, saya ANTONIO RICHARDO 

HALOMOAN, S.H., Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah 

Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.  
 

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA : 
 

RIZAL NUGRAHA, beralamat sesuai KTP di Guro III, RT.002/RW.020, Kelurahan 

Karawang Wetan, Kecamatan Karawang Timur, atau beralamat di Perumahan 

Mahkota Regency Karawang Blok H 01 No. 14, Telukjambe Timur, Kabupaten 

Karawang, Jawa Barat, saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya 

dan keberadaannya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk 

selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT; 
 

Supaya ia / mereka Untuk datang menghadap dipersidangan umum Pengadilan Negeri 
Cikarang, Jl. Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, nanti pada hari : 
 

----------------- SENIN  TANGGAL 28 SEPTEMBER 2026  JAM 10.00 WIB ------------------- 
 

Perlunya untuk hadir dalam pemeriksaan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan 
Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 221/Pdt.G/2026/PN Ckr, dalam perkara antara : 
 

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK CQ. PT BANK TABUNGAN NEGARA 

(PERSERO) TBK KANTOR CABANG CIKARANG -------------------- sebagai  PENGGUGAT; 

M E L A W A N : 
RIZAL NUGRAHA ------------------------------------------------------------ sebagai  TERGUGAT; 

D A N : 
JOKO SURYANTO, S.H.,Dkk ----------------------------- sebagai  PARA TURUT TERGUGAT; 

Demikian atas perintah tersebut, panggilan sidang ini saya jalankan melalui surat 

kabar Harian Rakyat Merdeka, yang termuat di Ibukota Jakarta dan sekitarnya dan 

kepada Khalayak Umum yang mengetahui keberadaannya dimohon agar 

memberitahukan kepada yang bersangkutan. 

 

                          JURUSITA PENGGANTI 

        PENGADILAN NEGERI CIKARANG 

 

          TTD 

 

          ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH. 

      NIP. 199312142019031011 

http://www.pn-cikarang.go.id/
mailto:info@pn-cikarang.go.id


buatan merupakan materi pokok 
perkara, bukan materi praperadi-
lan. Surat penetapan tersangka 
menyebut rangkaian perbuatan 
antara tahun 2018 sampai de-
ngan  tahun 2026.

“Dengan demikian tempus 
yang sedang disidik melintasi 
masa sebelum dan setelah KUHP 
Nasional berlaku,” beber hakim 
dalam pertimbangannya.

Hakim menyatakan persoalan 
apakah Febrie benar mengguna-
kan jabatannya atau melakukan 
trading in infl uence atau jual beli 
pengaruh, memperoleh keuntun-
gan, keuntungan tersebut berasal 
dari tindak pidana, serta apakah 
perbuatannya memenuhi unsur 
TPPU merupakan bagian dari 
pembuktian perkara pokok.

Hakim praperadilan tidak 
boleh menyatakan perbuatan 
tersebut terbukti. Namun, hakim 
juga tidak dapat membatalkan 
penetapan tersangka tanggal 24 
Juli 2026. “Karena Pemohon 
tidak dite tapkan sebagai ter-
sangka atas suatu delik mandiri 
bernama trad ing in infl uence,” 
sebut hakim.

Hakim menyebut, Kejagung 
selaku termohon telah menemu-
kan minimal dua alat bukti yang 

sah sebelum menetapkan Febrie 
sebagai tersangka TPPU. 

Namun, dugaan korupsi yang 
menjadi tindak pidana asal dan 
kebenaran aliran TPPU meru-
pakan materi pembuktian dalam 
pokok perkara.

“Termohon telah mempunyai 
sekurang-kurangnya dua alat 
bukti yang mempunyai rele vansi 
dengan dugaan tindak pi dana asal, 
harta kekayaan serta ke terlibatan 
Pemohon,” beber hakim.

Hakim menyatakan rumusan 
predicate crime harus ada se-
baga i sumber konstruksi TPPU, 
tetapi tidak harus terlebih dahulu 
selesai dibuktikan melalui putu-
san inkrah.

Hakim juga menyatakan su-
rat penetapan tersangka TPPU 
Febrie secara eksplisit menyebut 
tindak pidana asal ialah dugaan 
tindak pidana korupsi.

“Hakim berpendapat tindak 
pidana asal dalam perkara a 
quo telah disebut, sedangkan 
tun tutan  Pemohon agar tindak 
pidana asal terlebih dahulu di-
buktikan secara lengkap telah 
me lampaui syarat penetapan 
ter sangka,” ujarnya.

Kejagung menetapkan Febrie 
Adriansyah sebagai tersangka 
dalam perkara TPPU pada Jumat 
(24/7/2026) malam. Dia lang-
sung ditahan di Rutan Gedung 
Merah Putih KPK. “Baru saja 
kita koordinasikan,” kata Rudi 
dalam konferensi pers di Gedung 
Utama Kejaksaan Agung, Jumat 
(24/7/2026) malam.

Rudi menegaskan, penetapan 
tersangka dan penahanan terse-
but merupakan bentuk komitmen 
Kejagung dalam menegakkan 
hukum secara akuntabel.

Meski demikian, dia mengin-
gatkan seluruh pihak untuk tetap 
menghormati proses hukum yang 
berjalan dan menjunjung tinggi 
asas praduga tak bersalah.

“Yang lebih penting, kita 

ha rus membangun peradaban 
pe negakan hukum yang saling 
menghargai, utamanya dalam 
pro ses penyidikan yang tetap 
mengedepankan asas praduga 
tak bersalah,” ujarnya.

Dia memastikan Tim 9 akan 
terus bekerja secara profesional 
untuk menuntaskan penyidikan 
dan berkomitmen menyampai-
kan perkembangan penanganan 
perkara kepada publik secara 
berkala.

Sementara itu, Febrie Adrian-
syah membenarkan dirinya telah 
diperiksa sebagai tersangka dan 
langsung menjalani penahanan.

Febrie mengaku sempat ber-
diskusi dengan jaksa penyidik 
terkait alat bukti yang diajukan 
dalam perkara tersebut. Me-
nu  rutnya, alat bukti itu masih 
perlu didalami dan dikonfi rmasi 
lebih lanjut.

Meski berpendapat demikian, 
Febrie menyatakan tetap meng-
hormati keputusan penyidik 
untuk menahannya dan siap 
mengikuti seluruh proses hukum 
yang berlaku.

“Ini sudah menjadi keputusan 
pimpinan, saya siap menghadap-
inya. Terima kasih,” ujarnya.

Selain Febrie, Tim 9 juga 
me netapkan Don Ritto seba-
gai tersangka. Pada Jumat 
(17/7/2026), Kejagung telah 
me nerima pengalihan penahanan  
advokat tersebut dari Korps 
Pem berantasan Tindak Pidana 
Korupsi (Kortastipidkor) Polri.

Teranyar, Kejagung mene-
tapkan Nurman Herin sebagai 
tersangka. Namun, Rudi tidak 
menjelaskan secara rinci keter-
libatan tersangka ketiga tersebut 
dalam perkara.

Rudi menyebut pembatasan 
informasi dilakukan untuk men-
jaga teknis penyidikan agar 
tidak menghambat dan mem-
persulit proses pembuktian 
perkara.  YUD
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Anang Supriatna

Kejaksaan Agung (Kejagung) mempercepat 
penyidikan kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian 
uang (TPPU) yang menjerat mantan Jaksa Agung 
Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah 
(FA), setelah permohonan praperadilannya ditolak.
Dalam dua hari berturut-turut, penyidik memeriksa 
sembilan orang saksi.

KEPALA Pusat Penerangan 
Hukum (Kapuspenkum) Ke-
jagung Anang Supriatna menga-
ta kan, Tim 9 memeriksa para 
saksi secara maraton pada Selasa 
dan Rabu (1-2/9/2026).

“Kemarin (Selasa) melaku-
kan pemeriksaan terhadap lima 
saksi,” kata Anang kepada war-
tawan di Badiklat Kejaksaan RI, 
Ragunan, Jakarta Selatan, Rabu 
(2/9/2026).

Menurut Anang, dua dari lima 
saksi yang diperiksa merupakan 
tersangka yang terafi liasi dengan 
Febrie, yakni advokat Don Ritto 
dan Nurman Herin. “Dan hari 
ini (Rabu), terjadwal empat dari 
pihak perbankan,” imbuhnya.

Sebelumnya, hakim tunggal 
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta 
Selatan, Richard Edwin Basoeki, 
menolak dua permohonan prape-
ra dilan yang diajukan Febrie 
melalui tim kuasa hukumnya.

Praperadilan tersebut berkaitan 
dengan upaya paksa penggeleda-
han dan penyitaan oleh Polri ser-
ta penetapan Febrie sebagai ter-
sangka TPPU oleh Kejagung.

Dalam putusan praperadilan 
no mor 134, hakim menyatakan  
pe nyitaan, penggeledahan, 
pen cegahan, hingga penetapan 
ter sangka oleh Polri terhadap 
Febrie sah secara hukum.

“Mengadili, dalam pokok 
per kara menolak permohonan 
pra peradilan Pemohon untuk 
se luruhnya,” kata Richard saat 
membacakan amar putu san di PN 
Jakarta Selatan, Ragunan, Jakarta 
Selatan, Kamis (27/8/2026).

Dalam pertimbangannya, ha-

kim menyatakan telah terda-
pat rangkaian penyelidikan dan 
ge lar perkara jauh sebelum 
peng geledahan terhadap Febrie. 
Tindakan penggeledahan juga 
dinilai telah dilakukan sesuai 
pro sedur hukum yang berlaku.

Hakim menyatakan KUHAP 
tidak menentukan jangka waktu 
minimum yang harus dilewati 
sejak surat perintah penyidikan 
diterbitkan sampai penyidik da-
pat melakukan penggeledahan. 

Menurut hakim, yang menen-
tukan adalah apakah penggele-
dahan dilakukan dalam rangka 
penyidikan yang telah memiliki 
dasar faktual dan hukum.

“Telah terdapat rangkaian 
pe nyelidikan dan gelar perkara 
jauh sebelum tindakan penggele-
dahan dilakukan,” ujar hakim.

Sementara terkait praperadilan 
nomor 134 mengenai penetapan 
Febrie sebagai tersangka TPPU 
oleh Kejagung, hakim juga me-
nyatakan penetapan tersebut sah 
menurut hukum.

“Mengadili, dalam pokok 
per mohonan, menolak permo-
honan praperadilan Pemohon 
un tuk seluruhnya,” ucap Richard 
saat membacakan amar putu-
san di PN Jakarta Selatan, Ra-
gunan, Jakarta Selatan, Jumat 
(28/8/2026) petang.

Hakim menyatakan surat pene-
tapan tersangka TPPU Febrie 
tanggal 24 Juli 2026 menyebut-
kan  dugaan rangkaian perbuatan 
Febrie dilakukan sejak 2018 
hingga 2026.

Menurut hakim, penentuan 
seluruh tempus dan unsur per-

2 Hari, Kejagung Periksa 9 Saksi 
Kebut Penyidikan TPPU Eks Jampidsus

KEPALA Kepolisian Resor 
(Kapolres) Penajam Paser 
Utara (PPU), Kalimantan 
Ti mur, AKBP Andreas Alek 
Danantara melarang keras 
seluruh jajarannya terlibat 
judi online (judol). 

Larangan itu tidak hanya 
berlaku bagi anggota yang 
menjadi pemain, tetapi 
juga mereka yang mem-
promosikan,  menyebarluas-
kan, hingga membantu ak-
tivitas perjudian. Selain ju-
dol, Andreas juga melarang 
anggotanya terlibat dalam 
penyalahgunaan narkoba 
dan perbuatan asusila. 

Menurutnya, ketiga hal 
tersebut bukan hanya ber-
potensi menimbulkan per-
soalan hukum, tetapi juga 
dapat menghancurkan  ke-
hidupan seseorang serta 
me ngikis kepercayaan ma-
syarakat terhadap institusi 
Polri.

“Jauhi judi online, nar-
koba,  dan perbuatan asusila. 
Ja ngan sampai karena kesa-
la han yang kita lakukan, 
masa depan diri sendiri 
dan keluarga menjadi ru-
sak, serta nama baik insti-
tusi ikut tercoreng,” tegas 

Andreas saat memimpin 
apel di lapangan Mapolres 
Penajam Paser Utara, Senin 
(24/8/2026).

Kapolres menekankan 
anggota Polri memiliki 
tang gung jawab moral yang 
besar sebagai pelindung, 
pe ngayom, dan pelayan ma-
syarakat. Karena itu, disiplin 
dan integritas harus menjadi 
bagian dari perilaku sehari-
hari, bukan sekadar diterap-
kan ketika menjalankan 
tu gas kedinasan.

Andreas juga menga-
jak personelnya menyikapi 
per kembangan teknologi 
secara bijak. 

Menurutnya, telepon se-
luler yang hampir selalu 
di gunakan dalam aktivitas 
sehari-hari seharusnya da-
pat dimanfaatkan untuk ke-
giatan yang produktif.

Dia mendorong jajaran-
nya menggunakan teknologi 
untuk menambah wawasan, 
mempelajari keterampilan 
baru, meningkatkan ke-
mampuan, serta menghasil-
kan berbagai karya yang 
bermanfaat. “Jangan sampai 
teknologi justru membawa 
kita pada kegiatan yang 
negatif,” sebutnya.

D i k e t a h u i ,  A K B P 
Andreas Alek Danantara 
res mi memimpin Polres 
Pe najam Paser Utara sejak 
serah terima jabatan pada 8 
April 2025. Dia mengganti-
kan Kapolres sebelumnya, 
AKBP Supriyanto.

Sebelumnya, Andreas 
menjabat sebagai Kasubdit 
Gakkum Polairud Polda 
Kalimantan Timur.  YUD

Larang Keras Anak 
Buah Terlibat Judol

AKBP Andreas Alek Danantara
Kapolres Penajam Paser Utara

Dewa Dewi Keadilan 
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PENGADILAN NEGERI JAKARTA BARAT KELAS 1 A KHUSUS
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 71, Slipi Palmerah Jakarta Barat

Telp. 021-53661110, Fax. 021-5322312
Delegasi : Fax : 021-53661108 email : delegasi.pnjakbar@gmail.com

Website : www.pn-jakartabarat.go.id, e-mail : pengadilanjakartabarat@gmail.com

RELAAS PANGGILAN SIDANG
Nomor : 730/Pdt.G/2026/PN. Jkt. Brt.

Pada hari ini : KAMIS, TANGGAL 3 SEPTEMBER 2026, Saya:

ABD. KODIR, S.H.
Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang ditunjuk oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta
Barat, demikian itu  atas perintah Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri tersebut, untuk menjalankan 
pekerjaan       ini :
 

TELAH MEMANGGIL DENGAN SAH DAN RESMI KEPADA :
Dion Setiawan, dahulu beralamat di Pesing Koneng Rt.003 Rw. 002, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, 
Kota Administrasi Jakarta Barat, sekarang  tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun diluar 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut, sebagai  TERGUGAT I;

Untuk datang menghadap dipersidangan umum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang bersidang di Gedung 
yang telah ditentukan untuk itu di Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 71, Slipi, Jakarta Barat, nanti pada hari :

SELASA, TANGGAL 29 SEPTEMBER 2026, PUKUL  10.00  WIB.
Dalam perkara antara:

Salindra Wiratama Perkasa., ------------------------ sebagai PENGGUGAT;
MELAWAN :

Dion Setiawan, dkk., ------------ sebagai TERGUGAT;

Tentang gugatan : Wanprestasi yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat 
dengan Register Nomor : 730/Pdt.G/2026/PN. Jkt. Brt.

Selanjutnya mengenai gugatan tersebut, Tergugat/Kuasanya yang sah dapat mengambil salinan gugatannya 
di Kepaniteraan  Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan diberitahukan pula kepadanya bahwa ia/mereka  dapat 
mengajukan jawaban, baik lisan maupun secara tertulis yang ditandatangani  olehnya sendiri atau Kuasanya 
yang sah dan diserahkan dalam persidangan yang telah ditentukan  tersebut diatas. 

Demikian Relaas Panggilan Sidang ini saya jalankan/laksanakan  melalui iklan.

JURUSITA PENGGANTI
Ttd.

ABD. KODIR, SH.
NIP.19691128 199303 1 002

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Menunjuk Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan di Koran Rakyat Merdeka tanggal 02 Juli 2026 dan Lelang 
tanggal 16 Juli 2026 dengan hasil tidak laku serta berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 Tahun 1996, 
PT. Bank Panin Tbk, akan melaksanakan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V, terhadap barang jaminan debitur sebagai berikut :

KeteranganObyek Lelang 
1. PT. HAMPTON MUDA BERKARYA

Sebidang tanah SHM No. 03947/Cipulir, Luas 366 M² 
tercatat atas nama : May Willy, berikut bangunan dan 
segala sesuatu di atasnya yang terletak di Kelurahan 
Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya 
Jakarta      Selatan, Propinsi DKI Jakarta dengan letak 
tanah RT. 007/RW. 006 Cipulir (sesuai sertipikat). 
Sekarang dan setempat dikenal sebagai Jl. Samudra 
No. 5 RT. 007 RW. 06, Kelurahan Cipulir, Kecamatan 
Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, 
Provinsi DKI Jakarta

Nilai Limit
Rp. 3.800.000.000,-

Jaminan Penawaran 
Lelang

Rp. 760.000.000,-

Jakarta, 03 September 2026

- Nominal jaminan yang disetorkan ke 
rekening VA (Virtual Account) harus 
sama dengan nominal jaminan yang 
diisyaratkan.

- Jaminan harus sudah efektif diterima 
oleh KPKNL selambat-lambatnya 
1 (satu) hari sebelum pelaksanaan 
lelang (23.59 WIB).

- Segala biaya yang timbul akibat 
mekanisme perbankan menjadi beban 
peserta lelang.

Cara Penawaran
Hari
Tanggal
Waktu Penawaran
Batas Akhir Penawaran
Alamat Domain
Tempat Lelang
Penetapan Pemenang
Pelunasan Harga Lelang
Bea Lelang Pembeli
Informasi Lebih Lanjut

Informasi tambahan

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:

Open Bidding
Kamis
10 September 2026
Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
10 September 2026, Pukul 11.00 WIB (sesuai waktu server)
lelang.go.id
KPKNL Jakarta V, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat
Setelah batas akhir penawaran
5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
2% dari harga lelang
KPKNL Jakarta V telp 021-34835135 dan PT. Bank Panin Tbk KCU Puri Tirta Telp. 021-58906068
- Jaminan hutang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is).
- Calon peserta lelang dianggap dengan sungguh-sungguh sudah mengetahui segala 

bentuk kekurangan/kerusakan, bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin timbul 

segala bentuk tunggakan/biaya-biaya yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku 
apabila ditunjuk sebagai pembeli.

- Lelang dapat dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang, sesuai ketentuan.

KPKNL Jakarta V PT. Bank Panin Tbk KCU Puri Tirta

PENGUMUMAN LELANG ULANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN
Menunjuk Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui koran Rakyat Merdeka tanggal 02 Juli 2026 dan 
Hasil     Lelang tanggal 16 Juli 2026 dengan hasil Tidak Laku dan berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan No. 4 
Tahun 1996, PT. Bank Panin Tbk, akan melaksanakan Lelang Ulang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantaraan Kantor 
Pelayanan    Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V, terhadap barang jaminan debitur sebagai berikut :

KeteranganObyek Lelang 
1. MUHAMMAD ARI JUANTRA

2 (dua) bidang tanah berikut bangunan yang berdiri 
di atasnya dijual dalam 1 (satu) paket yaitu SHGB 
NIB. 09.03.000005084.0, Luas 63 M² tercatat atas 
nama : Ridho Rachmat Januar dan SHGB NIB. 
09.03.000005085.0, Luas 77 M² tercatat atas nama 
: Muhammad Ari Juantra, keduanya terletak di 
Kelurahan        Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota 
Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 
(sesuai    sertipikat). Sekarang dan setempat dikenal 
sebagai Perum. Citra Garden 8, Citra Garden City Tipe 
Unit Aero Prime Blok F02 Kav. 12 & 15, Kelurahan 
Pegadungan, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi  
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta (kedua SHGB 
berakhir    tanggal 14 Maret 2046)

Nilai Limit
Rp. 5.900.000.000,-

Jaminan Penawaran 
Lelang

Rp. 1.180.000.000,-

Jakarta, 03 September 2026

- Nominal jaminan yang disetorkan ke 
rekening VA (Virtual Account) harus 
sama dengan nominal jaminan yang 
diisyaratkan.

- Jaminan harus sudah efektif diterima 
oleh KPKNL selambat-lambatnya 
1 (satu) hari sebelum pelaksanaan 
lelang (23.59 WIB).

- Segala biaya yang timbul akibat 
mekanisme perbankan menjadi beban 
peserta lelang.

Cara Penawaran
Hari
Tanggal
Waktu Penawaran
Batas Akhir Penawaran
Alamat Domain
Tempat Lelang
Penetapan Pemenang
Pelunasan Harga Lelang
Bea Lelang Pembeli
Informasi Lebih Lanjut

Informasi tambahan

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

:

Open Bidding
Kamis
10 September 2026
Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
10 September 2026, Pukul 11.00 WIB (sesuai waktu server)
lelang.go.id
KPKNL Jakarta V, Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun Nomor 10, Jakarta Pusat
Setelah batas akhir penawaran
5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
2% dari harga lelang
KPKNL Jakarta V telp 021-34835135 dan PT. Bank Panin Tbk KCU Puri Tirta Telp. 021-58906068
- Jaminan hutang dilelang dalam kondisi apa adanya (as is).
- Calon peserta lelang dianggap dengan sungguh-sungguh sudah mengetahui segala bentuk 

kekurangan/kerusakan, bertanggung jawab atas segala resiko yang mungkin timbul di 

segala   bentuk tunggakan/biaya-biaya yang harus dibayar sesuai ketentuan yang berlaku 
apabila ditunjuk sebagai pembeli.

- Lelang dapat dibatalkan sebelum pelaksanaan lelang, sesuai ketentuan.

KPKNL Jakarta V PT. Bank Panin Tbk KCU Puri Tirta

RELAS PEMBERITAHUAN PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI
KEPADA TERMOHON EKSEKUSI  

Nomor 1/Pdt.Eks/2026/PN.Mre
Jo Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre

Pada hari ini  KAMIS Tanggal 3 SEPTEMBER 2026 saya JAMAL PAIKO, S.H Jurusita  pada Pengadilan Negeri    Muara 
Enim, atas Perintah Ketua  Pengadilan Negeri Muara Enim tersebut berdasarkan Surat Penetapan    Nomor 1/Pdt.Eks/2026/
PN.Mre, jo Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre tanggal 2 September 2026:

TELAH MEMBERITAHUKAN

CV Ulfa Indah, tempat kedudukan Dahulu Jalan Pembangunan RT. 008/RW. 003, Pasar Bhayangkara, Kecamatan Talang 
Ubi, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Sekarang Saat Ini Tidak Diketahui Lagi Alamat / tempat    
Tinggal Yang Pasti (tidak Diketahui  Keberadaannya Secara Pasti),  ..........Sebagai............TERMOHON EKSEKUSI ;

Tentang isi Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 1/Pdt.Eks/2026/PN Mre, jo Nomor 15/Pdt.G/2024/PN 
Mre, tanggal 2 September 2026, dalam perkara antara :

PT Sany Perkasa......................................Sebagai.....................................Pemohon Eksekusi;
Lawan

CV Ulfa Indah.............................................Sebagai....................................Termohon Eksekusi;

Yang amar berbunyi sebagai berikut :
M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 15/Pdt.G/2024/PN Mre bersifat non-executable (tidak dapat 

2. Menyatakan proses permohonan eksekusi atas perkara 15/Pdt.G/2024/PN Mre dihentikan, sampai dengan Pemohon 
eksekusi telah memenuhi ketentuan tersebut diatas.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Muara Enim untuk mencoret Permohonan Eksekusi dimaksud dari Register 
Eksekusi dan mengembalikan sisa panjar Permohonan Eksekusi tersebut kepada Pemohon Eksekusi.

 
 Pemberitahuan ini saya laksanakan dengan melalui Media Massa Nasional agar dapat diketahui khususnya 
oleh pihak Termohon Eksekusi atau masyarakat pada umumnya, 
 Demikian Relaas pemberitahuan ini dibuat berdasarkan ketentuan pasal 390 (3) HIR/Pasal 718 RBg dan 
Pasal 6 angka 7 Rv.
 Demikian pemberitahuan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan

Jurusita

dto

JAMAL PAIKO, S.H

MAHKAMAH AGUNG RI
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

PENGADILAN TINGGI PALEMBANG
PENGADILAN NEGERI MUARA ENIM KELAS IB

Jalan Jendral Ahmad Yani No. 17 A     (0734) 421194 FAX : (0734) 421194 Kode Pos 31311
Website : https://www.pn-muaraenim.go.id

Email:  pengadilannegerimuaraenim@gmail.com

RELAAS PANGGILAN SIDANG
Nomor 108/Pdt.G/2026/PN Dpk

Pada hari ini KAMIS, tanggal 3 SEPTEMBER 2026 saya  :

DEVI AGNESIA SANDI

Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, atas perintah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok
untuk melaksanakan pekerjaan ini :

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA :

ADE HAVIAN MANUHUTU,
Dahulu beralamat di Gg. Jati (Pangkas Rambut Ayet), Kelurahan Mulyojati, Kecamatan Metro Barat, Kota
Metro, Provinsi Lampung, 34121 dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh Wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Untuk selanjutnya disebut sebagai --------------------------------------------------------------------------- TERGUGAT II;

Supaya datang menghadap di Persidangan Umum Pengadilan Negeri Depok Kelas IA, yang bersidang di
Jalan Boulevard, Komplek Perkantoran No. 7 Kota Kembang, Kota Depok, pada  :

HARI : SELASA       TANGGAL : 6 OKTOBER 2026       JAM : 09.00 WIB

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya sidang dalam perkara Perdata di bawah Register Nomor :
108/Pdt.G/2026/PN.Dpk, dalam perkara antara :

WIDIYAH, SE, MM. ------------------------------------------------------------------------------------------------  PENGGUGAT;
Melawan

PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Divisi Retail Collection & Recovery Region 15, DKK ---------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  PARA TERGUGAT;
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bogor, DKK ----  PARA TURUT TERGUGAT;

Selanjutnya diberitahukan pula kepada ia/mereka bahwa ia/mereka dapat mengambil salinan surat gugatan
dari Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok, dan diberitahukan bahwa atas gugatan tersebut
ia/mereka dapat mengajukan jawaban atas gugatan tersebut secara tertulis yang ditanda tangani olehnya
atau kuasanya yang sah.

Demikian panggilan Sidang ini saya laksanakan melalui Iklan Koran di Surat Kabar Harian Rakyat Merdeka dan
kepada khalayak umum yang mengetahui keberadaannya dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

Jurusita Pengganti
TTD

Devi Agnesia Sandi

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI DEPOK

Jalan Boulevard Komplek Perkantoran Kota Kembang No. 7, Kalimulya, Cilodong
Kota Depok, Jawa Barat 16413, www.pn-depok.go.id, info.pn.depok@gmail.com

PENGADILAN NEGERI CIKARANG
Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi

Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kab Bekasi Jawa Barat 17530
Website : www.pn-cikarang.go.id  Email : info@pn-cikarang.go.id

RELAAS  PANGGILAN  SIDANG
Nomor : 221/Pdt.G/2026/PN Ckr

Pada hari ini KAMIS Tanggal 3 SEPTEMBER 2026, saya ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, S.H., Jurusita
Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang atas perintah Hakim Pengadilan Negeri Cikarang.

TELAH MEMANGGIL DENGAN RESMI KEPADA :

RIZAL NUGRAHA, beralamat sesuai KTP di Guro III, RT.002/RW.020, Kelurahan Karawang Wetan, Kecamatan
Karawang Timur, atau beralamat di Perumahan Mahkota Regency Karawang Blok H 01
No. 14, Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, saat ini tidak diketahui alamat
tempat tinggalnya dan keberadaannya di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Supaya ia / mereka Untuk datang menghadap dipersidangan umum Pengadilan Negeri Cikarang, Jl. Komplek
Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi, nanti pada hari :

----------------- SENIN  TANGGAL 28 SEPTEMBER 2026  JAM 10.00 WIB -------------------

Perlunya untuk hadir dalam pemeriksaan perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Cikarang Nomor : 221/Pdt.G/2026/PN Ckr, dalam perkara antara :

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK CQ. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG CIKARANG ----------------------------------------------------------------------- sebagai  PENGGUGAT;

M E L A W A N :
RIZAL NUGRAHA -------------------------------------------------------------------------------------------- sebagai  TERGUGAT;

D A N :
JOKO SURYANTO, S.H.,Dkk -------------------------------------------------------- sebagai  PARA TURUT TERGUGAT;

Demikian atas perintah tersebut, panggilan sidang ini saya jalankan melalui surat kabar Harian Rakyat Merdeka,
yang termuat di Ibukota Jakarta dan sekitarnya dan kepada Khalayak Umum yang mengetahui keberadaannya
dimohon agar memberitahukan kepada yang bersangkutan.

JURUSITA PENGGANTI
PENGADILAN NEGERI CIKARANG

TTD

ANTONIO RICHARDO HALOMOAN, SH.
NIP. 199312142019031011


